f7 SHOLEH & PARTNERS T B

M ADYVORAT AN KONSUTTAMN IR LIM , Ewra

Kantor : MNgagel Jaya Indah B 8o 79 Surabaya 7
Telp / Fax 031 09442330 - 08123000134 : 5 Segisinber Sais

LS
Perihal :

Perbaikan perkara Nomor: 51/PUU-XV/2017 tentang pengujian Pasal 24 huruf a,
Pasal 46 Ayat (2) dan Pasal 48 ayat {1) UU No 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No 296)
Terhadap Pasal 28 D ayat {1) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia
Tahun 1945.

Kepada :

Yth., HKetua Mahkamah Konstitusi
din. Medan Merdeka Barat No 07 Jakarta 10110
Telp. (021) 3520173, 3520787
Di—
Jakarta

Dengan hormat,
Yang bertanda-tangan dibawah ini :

IMAM SYAFI, SH.

ANDRY ERMAWAN, S.H.

AGUS SETIA WAMYLUDI, SH.
MUHAMMAD SAIFLL, SH.

MARULI TUA P. SINAGA, SH.

ELOK DWI KADJA, SH.

MOH. NOVAL IBROHIM SALIM, SH. M.H.

NONAwN

Para Advokat yang tergabung pada kantor advokat “SHOLEH and PARTNERS”
kewarganesgaraan Indonesia, yang berkanter di JIn. Ngagel Jaya Indah BNo 29
Surabaya. Telp/ffax; 031-5478527. . Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal08 Agusutus 2617 (terlampir), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, yaitu :

MUHAMMAD SHOLEH, SH. Warga negara Indonesia, No. KTP; 3515081503600001
Agama Islam, Pekerjaan Advokat, tempat & tgl lahir, Sidoarjo.02 Nopember 1875
Alamat, Jalan Magersari No B2 Rt 03 Kran Sidoaro Jawa Timur., Neo Hp.

Untuk selanjutnya disebut sebagai
--------------------------- PEMQHON.

Bahwa, PEMOHON bersama ini hendak mengajukan Permohonan pengujian Pasal 24
huruf a, Pasal 46 Ayat {2) dan Pasal 48 ayat {1} UU No 34 tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Haji (LLembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No
296) Terhadap Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar MNegara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Adapun afasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukan Permohonah ini
adalah sebagai berikut :

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1845 menyatakan bahwa Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadii pada tingkat pertama damn terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal










































